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PetinlutrUmum !
1. Berdoalah terlebih dahulu sebelum anda mengerjakan !
2. Bacalah seluruh soal untuk memahami maksud soal, sebelum dijawab I
3. Jangan lupa tul iskan nim, nama, dan tanda tangan anda, sebelum menjawab soal!
4. Jawablah perlanyaan dengan singkat dan jelas I (untuk soal essay / isian)( Pi l ihlah.jawabanyungpul-i ,rg,.pu,
5. Kerjakanlah soal yang anda anggap lebih mudah dahulu. dan tuliskan jawaban dilembar iawaban
yang telah disediakan !
6. Jawaban harus ditulis dengan tulisan yang jelas dan mudah dibaca, dan tidak diperbolehkan
kerja sama !
7. Koreksilah jawaban sebelum dikumpulkan !
Nama
NIM
Tanda tangan
KASUS
v
Persentase kasus HIV/AIDS dari tahun ke tahun semakin meriingkat ajam. Cara penularan penyakit ini
ter.iadi melalui kontak sqlsual langsr-rng dan pertukaran 
.jarum tidak steril pada kelompok pENASUN(Pengguna NAPZA Suntik). Pemerintah n.relalr,r i  Dinas Kesehatan Kota Semarang menyusun suatu
rancallgan kebijakan untuk nrenekan laju penr-rlaran HIV melalLri pertukaran.iarum suntik pada kelompok
pellasun. Kemitraan mulai dibentuk sejak.lanuari 2010. Dinas Kesehatan Kota Semarang bersama KpA
Kota Semarang, LSM.PFNI (Persatuan Korban NAPZA Indonesia), Puskesmas Penyedia Layana' HR.
beker.iasama dengan HCPI Indonesia selaku penyarrdang dana. menylrsun rancangan perda ]-ang
mengatl lr  tentang penyediaan kl inik L.IASS (Layarian jarr-rm dan alat suntik steri l)  yang direlcaplkan
al<an melekat di Puskesmas yang ditr-rnjuk. Puskesnlas tersebut diaptaralya. PKM Poncol. Srond.l.
Padangsari,  Pegandan, dan RSPU Dr. Kariadi. Layanan ini akan menyediakan jarum suntik steri l  bagi
pellasun dengan syarat penaslln harus menukarnya dengan jarr,rm suntik bekas yang biasa digunakan. Hal
ini untuk menghindari penggunaan jarum suntik bekas secara bergantian di kalangin p.nggunu NApZA.
Tim advokasi ini berharap bahwa rancangan kebijakan ini bisa segera diwljudkan dan diberlakukan di
Kota Semarang. Namun dalam perjalanannya. proses advokasi ini ditentang oleh pihak kepolisian
terutama Polrestabes Kota Senrarang. Mereka menentang program Hctrm Recluction (pengr-rra'gan
danipak buruk) ini karena bertentangan dengan UU Narkotika dan Psikotropika.
Prffi Aftfri flftr dri bctcr+ d+ T-T t'fi drdci k+da pftak kepolisian
yaitu Polrestabes Kota Senrarang (Juni 2010)- -{drfti ii dt*r*zr deqgflr ana hiring audiensi
dengan Ka. Satnarkoba bahu'a sairt ini telah ada SE (Srr Edranl \lenliumham lang menjelaskan
tentang barang siapa yang terbukti membarra obarfu dna, adikrif kurang dari 5 gram. maha akan
ditetapkan sebagai korban sehingga perlu direhabilitast tir*. diragfap dan ditahan. Tetapi bila terbukti
membawa barang lebih dari berat tersebut maka ditetapkan sebagai pengsdar l-ang akan dijatuhkan sanksi
hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Proses negosiasi terjadi dengan kesepakatan bahvva pihak kepolisian tidali akan menangkap penaslln
kalau mereka hanya membawa jarum suntik saja. karena jarum sunrik bukan termasuk BB (barang bukti).
Setiap penasun.iuga dikenakan aturan wajib lapor ke kepolisian sebagai pen-sguna NAPZA yang sedang
berada pada masa terapi. sesuai dengan PP (Peraturan Pemerintah) Wajib Lapor- dengan demikian polisi
tidak akan menangkap enasun tersebut.
Proses advokasi yang kedua adalah advokasi
dilaksanakan pada bulan Desember 2010. Selain
Semarang, Tim advokasi juga menghadirkan korban
untuk testimoni.
kepada Walikota Semarang. Proses advokasi ini
melalui presentasi oleh Ka. Dinas Kesehatan Kota
NAPZA yang ingin sembuh dari kecanduan NAPZA
Berdasarkan deskripsi di atas..iawablah beberapa pertan\aan berikut langsung di lembar soal!
t 
Urrtrrk soal multi1tle c'hoiccs''. Lingkari jawaban r ang saudara nggap sesuai. jawaban bisa lebih dari I
l. Menurut Saudara, apa bentuk kebijakan yang tepat dan diharapkan dari proses advokasi tersebut?
a. SK (Surat Keputusan) Walikota
b. Perda (Peraturan daerah)
c. Perwal (Peraturan Walikota)
d. Surat Perintah
e. SK (Surat Keputusan) Kepala Dinas Kota Semarang
2. Apanama/ judul kebijakan untuk permasalahan di atas?
(Kebijakan Apa) tentang (apa)
tentang
J .
4.
Berdasarkarr deskripsi di atas, aturan apa sa.ja yang sudah ada terlebih dahulu terkait masalah?
a, SE (Surat Edaran) Polrestabes Kota Semarang
b. Program Harm Reduction
c. SE (Surat Edaran) Menkumham
d. PP Wajib Lapor Polrestabes Kota Semarang
e. UU Narkotika dan Psikotropika
Siapa lectding sector proses Advokasi tersebut?
a. Walikota Semarang
b. Polrestabes Kota Semarang
c. KPA Kota Semarang
d. Dinas Kesehatan Kota Semarans
e.  PKNI
7 .
5. Siapa stakeholder yang menjadi saltilr dtfti?
a. Dinas Kesehatan Kota Semarang
b. Walikota Semarang
c. KPA Kota Semarang
d. PKNI
e. Polrestabes Kota Semarang
6. Kapan proses advokasi tersebut dilakukan?
a.  Desember 2010
b. Juni 201 1
c.  Juni  2010
d. Januari 2010
e.  Agustus 2010
Dimana proses advokasi tersebut dilakukan?
a. Dinas Kesehatan Kota Semarang
b. KPA Kota Semarang
c. Kantor HCPI
d. Polrestabes Kota Semarang
e. Kantor Walikota Semarang
Siapa saia pihak yang menjadi mitra/ koalisi pelaksana dvokasi tersebut?
a. Polrestabes Kota Semarang
b. PKNI
c. ODHA
d. Pengguna N,atPzn
e. Dinas Kesehatan Kota Semarang
f. KPA Kota Semarang
g. Walikota Semarang
h. Puskesmas Poncol, Srondol, Pegandan, Padangsari, RSUP Dr. Kariadi
i .  HCPI
9. Dari jawaban yang Saudara pi l ih pada no.8. Bagaimana peran masing-masing komponen?
a.
U
8 .
I berperan
b .
berperan
berperan
d.
berperan
berperan
ot
10. Mengn1ild4pihkrlr3 dirSyrgrF+di laradtttmi?
a. Walikota Semrq
b. KPA Kota Semarang
c. Pengguna NAPZA
d. HCPI
e. Polrestabes Kota Semarang
f. Dinas Kesehatan Kota Semarang
g. PKNI
h. ODHA
i. Puskesmas Poncol, Srondol. Pegandan- Padangsari- RSUP Dr- Kariadi
1 l. Bagaimana kiat Saudara untuk mengajak lawan agar dapat menjadi mitra untuk bersama
mendukung issue Yang sama?
\(:- t2. Buatlah rancangan kebijakan secara singkat dan
diadvokasikan k€pada stakholder, tulis substansi
rancansan ini!
sederhana mengenai permasalahan di atas untttk
apa saja yang perlu diatur dan simasukkan dalam
v
